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ABSTRAK

Nardayanti. 105 2511 012 18. Efektivitas Penyelenggaran E-Court dalam
Meyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ( Studi Objek
Pengadilan Agama Makassar). Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Ulil
Amri.

Penelitan  ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan  untuk
mengetahui  Keefektivitasan Penyelenggaraan E-Court dalam menyelesaikan
Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan,/
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa Ekonomi Syanah masuk kedalam kompetensi pengadilan agama,
perkara ckonomi syariah meningkat seiring kegiatan bisnis vang komplek dengan
pola akad baru menjadikan semakin banyaknya perkara vang masuk setiap
tahunnya. Di satu sisi perkara harus cgpat selesai agar bisa mewujudnya prinsip

peradilan, dimana mengedepankag A\ Asip berupa 2 prinsip one day one

NKASS,
WP <
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terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar
biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara

online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban,

' Tka Atika, “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokar Dalam Proses
Penyelesaian Perkara di Indonesia”, Jumnal Proceeding-Open Society Conference, Vol 1, No. 1,
2018, hups: Proceeding-Open-society-Conference, h. 111-112
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replik, duplik, dan kesimpulan).® Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan
pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara pengadilan. Sistem
E~Court hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum vyang telah
mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung R1.

Berkaitan dengan faktor dengan petugas yang menegakkannva, scorang
hakim, termasuk Hakim di Pengadilan Agama, dituntut bekerja secara profesional
sesual lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu seorang hakim Pengadilan Agama
di samping harus memenuhi syarat-g umum sebagaimana lazimnya, juga

riah atau sarjana hukum yang
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sengketa melalu arbitrase tidak ada langkah — langkah lanjutan seperti banding,
kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana ada pada pengadilan. Maka dari

# Mahkamah Agung RL http://www pn-purwakana go id/files/ecourt/ecourtmanual full pdf
diakses pada 28 Mei 2020, Pukul 20.00 WIB

* Pasal 13 Undang — Undang Nomar 3 Tahun 2006 Tentang Kehakiman

* Pasal 18 Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kritenia Ketua, dan Wakil Ketua
Pengadilan Agama. '




sinilah E-Court bisa berpengaruh penting dalam menyelesatkan perkara sengketa
ekonomi syariah.’

Kebutuhan pembentukkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
dipandang sangat mendesak, karena praktek ekonomi syanah telah berjalan di
masyarakat. Oleh karenanya sangat tidak diharapkan terjadi kekosongan hukum
dalam hidang ekonomi syariah, atau masih menggunakan peraturan lain seperti
hukum perdata barat yang tudak sesuai dengan piwa syarah dan nilai aktualitas.
Keberhasilan pelaksanaan kewenangs engadilan Agama dalam mengadili
bidang ekonomi syariah ®

Oleh karena itu

7 : tusan an
RS MUHL “\-ﬁ... -

e L7 VR

* Rachamdi Usman, Pililhan Penvelesaian Sengheta di Luar Pengadilan, ( Bandung PT Citra
Aditya Bakti, 2003) 111 mengutip Michael B, Metzger, et al | Buxinesy Law, and Regulatory
Ermviconment ;. Conceprs and Cases, Boston: Lrwin, 1989), h 23

% Bustanul Anfin mengakui bahwa keberhasilan pelaksanaan  gas PA. anmra lain
dipengaruhi sejauh mana persepsi masyarakat terhadap keberadsan hukum yang ditangani
PA. Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Fndonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan
Prospeknya, ( Jakarta, Gema Insani Press, 1996 ), h 54

! Fouzan, Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengist Kekosongan Hukum Indonesia
Mermgn Terwafndnya Peradilan yang Aging, (Jakarta: Kencana, 2015), h.7




Secara ganis besar, dilihat dan perkembangan zaman, dimana sekarang mi
Indonesia memasuki Era 4.0 segala sesuatunya berbasis teknologi. Salah satu
bentuk penerapan teknologi vyang diterapkan Pengadilan Agama dengan
melakukan pendaftaran perkara dan persidangan sengketa ekonomi syanah secara
online vang disebut dengan aplikasi E-Court. Namun, apakah pendafiaran perkara
dan persidangan berbasis onling lebih efektf danpada pendaftaran perkara dan
persidangan yang dilakukan secara manual seperti pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas
dengan judul “Efektivitas F
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4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penehitan im diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi
pembaca dan peneliti tentang keefektivitasan penyelenggaran E-Court dalam
menyelesaikan perkara ekonomi syariah  dibandingkan penyelenggaran




persidangan sccara manual seperti pada umumnya dan pengaruh nilai kinerja
Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi peneliti
selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan
penyelenggaran E-Court dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah
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BABII
TINJAUAN TEORITIS
A. Kajian Penelitian Terdahulu
Setelah penulis melakukan penelusuran literasi-literasi yang berkaitan dengan

objek kajian peneliti ini, yang diperoleh dari beberapa penelitian maupun buku-
buku yang berkaitan dengan judul tentang E-Court diantarannya:
. Abd Halim Talli dalam bukunva yang berjudul Peradilan Indonesia

penelitian lapangan. Adapun perbedaannva, walaupun sama-sama membahas
Administrasi Perkara Pengadilan Agama namun peneliti fokus pada pelayanan
administrasi perkara melalui aplikasi E-Court sedangkan Uuf Rouf menggunakan

® Abd Halim Talli, Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Oada ( e 1 Yogyakarta: Ul
Press Yogyakarta, 2014) h. 17

¥ Supardin, Figih Peradilan Agama di Indonesia ( cet, 11 Makassar University Press, 2018}
h.1o




aplikasi yang berbeda namun mempunyai fungsi yang sama dalam hal
administrasi perkara di Pengadilan Tangerang. '
B. Kajian Teori
1. E-Court
1.1 Pengertian Penyelenggaraan E — Court
E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara Ekonomi Syariah ataupun
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Y Uuf Rouf, Peran Teknologi Informasi pada Mananjemen Admimistrasi Perkara
Pengadilan Agama (studki Kasus Implementasi SIADPA Plus di Pengadifan Agama Tangerang),
{Slmpm Fakultas S)rannh dan Hukum UIN Synnf Hidayatullah Jakarta, 2014) h 81 Dalam

posilory uingki didspace dle 356 4061, diakses 5 November 2019
“Mnhlumlhﬁgmgﬂl. Mﬂma tnurr ( Jakarta - Mahkamah Agung R1, 2019

Yh7




vang dimilikinva untuk sedikit memaksakan svatu penyelesaian sengketa bagi
para pihak

Dasar hukum penyelenggaran E-Court yaitu berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara
clektronik di Pengadilan.'’ Kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor | Tahun 2019. Dengan peraturan tersebut nantinya
proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi '

1.2 Fitur-fitur Yang Terd k

-

7 Susanto Adi Nugroho, Manfami Mediasi Sebagai Alternative  Penyelesaian  Sengheia,
{ Jakarta = Prenadamedia, 2019 ), h 186

'3 Sesuni dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya
dilakukan dengan menggunakan E - Court

 Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa persidangan yang dilakukan dengan
menggunakan aplikasi E — Count




nomor pembayaran (virtual Accourt) sebagai rekening virtual untuk pembayaran
biaya panjar perkara.
3) Pemanggilan Secara Elektronik (F-Summons)
Sesual dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang
pendafiarannya dilakukan dengan menggunakan
E-Court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaflar dilakukan secara
elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdafiar.

N

\\\\\lllll(,//

\ N
- o
&

dan kecermatan hakim dalam mengadili perkara.

Menurut Ahmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas
suatu hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan
hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar

5 Ibid, h 8
' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
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target vang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan
tersebut efektif."” Dari aspek asas sederhana mengandung makna bahwa proses
persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit baik dari segi prosedur maupun
pemeriksaan perkara dan putusan hakim.'*

Menurut peneliti, penyelenggaraan program E-Court adalah bentuk
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan
efesien dengan meminimalisir biaya ringan. Biaya ringan adalah biava proses

\

\_\\‘\" s

a \‘\\,\’(_Cr"r

- A [/ " .
\$ ‘? 9 /// ",_ ol
O APAINA -_—

ir e
i

nenyelesaikan
p a Islam untuk
menegakkan hukum dan  keadilan'" Adapun yang dimaksud kekuasan

¥ Ahmad Al, Menguak  Teori Huwkwm  (Legal  Theory) dan  Teori  Peradian
{Iudicialprudence) Termasuk Inerpretasi Undang-{Undang (Legisprudence), (Jakarta- Kencana,
2009), h. 375

* Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di
Pengadilan Secara Elekironik), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 26

Y Emawati SHI, MH. Hukum Acara Peradilan Agama, (Depok: PT Raja Grafindo
Persada, 2020} h. 9
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negaraadalah kekuasan kehakiman, sedangkan yang dimaksud perkara-perkara
tertentu adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewansan, wasiat, hibah,
wakaf.dan sedekah vang dilaksanakan berdasarkan hukum islam *
2.2 Eksistensi Pengadilan Agama Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah
Peradilan Agama adalah sebutan (tirelatenr) resmi bagi salah satu
diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman vang sah

di Indonesia”' Tiga lingkungan Negara lainnya adalah Peradilan

Umum, Peradilan Militer dan Pera

N, 'f 4
\\\\\\mh////

orang - orang
vang dibert wewenang elelt masvarakal g, berfaku dan aicngikar untuk seluruh
anggotanya” Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dalam [slam atau Syara’,
maka Hukum Islam berarti  “Seperangkat peraturan berdasarkan wahvu Allah

¥ Cik Hasan Bisri, Peradilan Isiam dalam Tataman Masyarakar Indonesia, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1997) h 36

* UL No 14 Tahun 1970, LN 1970-74, tentang Ketentuan — ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, pasal 10 ayat (1). Kata — kata “ Peradilan Negara™ dan * Kekuasaan Kehakiman
adalah semakna

# jhid , Penjelasan Pasal 10 ayat (1)
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SWT dan sunnah Rasul teniang tingkah laku manusia mukkalaf dan diaku dan
divakini mengikat semua vang beragama Islam .

Ekonomi syariah sesungguhnya masuk disiplin ilmu baru dalam Pengadilan
Agama diseluruh Indonesia, dimana dasar hukum diselesatkannya sengketa
ekonomi syariah mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. Telah disahkannya
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membuat
Pengadilan Agama harus lebih bersiap dalam menjalankan aturan baru tersebut. ™

3 Amir Syarifuddin, (sbul Figh, ( Jakarta - Logos, 1997)h. 5,

#* Tkhsan Al Hakim. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”
Pandeta, volume 9, Nomor 2, Januari 2014, h. 276

5 |gbal, M., Susanto, S, & Sutoro, M. Efekiifitas Sistem Admimstrase E-Court Dealam
Upaya Menduking Proses Administraw Cepat, Sederhana Dan Biava Ringan Di Pengadifan.
Jurmnal Nmu Hukum, h 302
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*“ Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya Jika salah satu dan keduanya berbuat
zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada penintah Allah.
Jika polongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). maka
damaikanlah antara keduanva dengan adil. dan berlakulah adil. Sungguh,

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ” **

Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu

\\\\\\‘“lh

Al\

% Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, dan Abdul Manan, Pencrapan

Hukum Acara Perdata di Lingkungan  Peradilan Agama, ( Jakaria: Kencana Prenada Media,
2005, h, 151

¥ Al-Hafidh Imam lbnu Hajar Al-Asqalany, Bufughu! Maram M Adillan!  Afkoam

(Tasikmalaya Pustaka Al-Hidayah, 2008), h 14
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Serta hadist rniwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, bahwa

Rasulullah saw. bersabda -

J’JJJ—-‘-“ ,J-jdt--i"l‘.’:il.}li ‘ﬁ;uaﬂi”a,a,f‘dt
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% Muhammad Fu'ad *Abdul Bagi, Al-Lu'le’ Wal Marjan, Penerjemah - Muslich Shabir,
{Semarang - PT Al-Ridha, 1993}, 461-462
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C. Kerangka Pikir

Q.S Al-Hujurat Avat 9

———»| HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. le—0r
Tentang pengambilan keputusan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA
Nomor | Tahun 2019,

Studi Teoritik Studi Empirik
1. Analisis SWOT 1. Abd Halim Talli.

1. Pengembangan ilmu
2.Manfaat karya ilmiah
3. Motivasi penelitian

lanjutan
4. Kesimpulan

Gambar 2.1 Kerangka Berlikir




C. Kerangka Konseptual Variabel

| LR RN
Easaan

E - Filling X |_E,- Payment | Xs E - Summons | X

-l--'-'--.
e

\ o, \;i 6’/’ WJW;A
// [ A\
any; %\ ‘J\ ) yang ',l‘\\ X

%, N .
Q)
t‘"(AAN ppN

= Variabel = Garis Variabel

= Epsilong (tingkat eror) sesvewe = (Gans epsilong

=Indikator = @ @ % ===== » = (Garis Indikator

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Variabel




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis
penelitian deskriptif. Deskniptif yakni menggambarkan hasil penelitian dan
ap suatu kasus tertentu Pendekatan
| agar penelitian im lebih bermakna
\ nkan pada makna. Jenis

gejala yang ditemukan di lapangan /
yvang digunakan adalah pendg ¢

menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai
fenomena realitas social yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek
penelitian yang berupaya menarik raelitas itu ke permukaan sabagai suatu ciri,




18

karakter, sifat, model, tanda atau, situasi ataupun fenomenatertentu >’
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
|. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1A Kota
Makassar merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara hukum
islam. Bertempatan di JlPerintis Kemerdekaan KM 14, Daya, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245 Penetapan tempat
penelitian ini dimaksudkan untuk me /\

sehingga penelitian tersebut akan .us pada p
2. Waktu Pmeli

AT T, N

udah atau memperlancar penelitian,

W

3 b thilasark

//[//",i‘,a:(\"‘\\‘\;\?

" ‘|v \

Svariah di Pe
yang mendamp

* M Burhan Bungin, Perelitian Kualilatif, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), h. 68.

WPanduan Penmdisan Karva Hlmiah (Revisi 2019 Makassar: Fakultas Agama Islam
2019), h 12.
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D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam hal im yaitu:

|, Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber ash dan tema

penelitian yang diangkat. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu melalui
wawancara langsung di Pengadilan Agama yang dimana merupakan sumber utama dani
penelitan im atau dapat dikatakan sebagai kunci dari terselesainya skripsi ini. Juga
termasuk di dalamnya dokumentasi terhadap si narasumber vang akan menjelaskan

an da igunakan dalam
instrument penelitian ini. Data primer merupakan data yang didapatkan dan
dihasilkan secara langsung melalui obyek yang diteliti seperti melakukan
wawancara. Data sekunder merupakan data vang dihasilkan secara tidak langsung
melalui penelitian yang diarsip atau dicantumkan dalam peristiwa pada masa

3 Dr Sandu Siyoto, SKM., MKes, M. Ali Sosik, M.A, Dasar Menxiologi Penelinan,
( Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), h 78
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lampau diantaranya Al-Qur’an, majalah, buku, jurnal, data statistik, Jierature,
company profile, serta data yang dihasilkan dari internet Kemudian dalam
pelaksanaannya peneliti memanfaatkan beberapa instrument pendukung seperti
alat tulis, kamera, serta handphone.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, Dalam proses pengumpulan data, penulis
menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a Penelitian Lapangan
Metode pengumpula

&\A“h,‘,q///'
A %

~ 7

memperoleh
informasi fenomena yang diteliti dengan cara tanya jawab. Proses wawacara
tentu metode int memerlukan sebuah konsep untuk mencapai suatu wawancara
vang fokus dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian. Mulai dan

rumusan pertanyaan walaupun tidak tertulis, namun selalu didasarkan pada

* Ahmad Tanzeh, Pengannr Metode Penelition (Yogyakarta: Teras, 2009), b 58




2]

tujuan penelitian,

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan
mengarah kepada informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta dilakukan tidak
secara formal dan tidak terstruktur Wawancara dilakukan bertujuan untuk
menggali informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan topik penelitian. Proses
wawancara ini menggunakan panduan wawancara sebagar alat penelitian,
sehingga wawancara tetap menjadi focus penelitian. Metode wawancara dalam
penelitian ini dilakukan dengan
mediator mengenai bagaimana_pfosc idsi, dalam mnyelesaikan sengketa

ekonomi syariah.
3. Dokumentd

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah sumber data
yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sebelum

“Moh Sochadha, Merodelogi Peneliian Sosiologi Agama  (Yogyakara: Bidang
Akademik, 2008), h. 95,
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melakukan kesimpulan, peneliti telah melakukan kategonsas: terhadap data-data
yang telah didapatkan guna mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang
kompleks. Kemudian disederhanakan dalam bentuk penjelasan agar lebih mudah
dipahami oleh pembaca. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis data dapat
ditarik kesimpulannya. Berikut analisis data yang digunakan peneliti yaitu
sebagai berikut. dilakukan dengan tiga tahap: Tehnik analisis data kuoalitauf
yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model intraktf yang
menggunakan tiga komponen utama, #aitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.*
a Reduksi Data
Reduks: data

e s by
| ‘\\\\‘\mh[/// )

P
ANEn

J«u Aena :) \\\\

/fln !\\\\\\ B U T
liv N\ » & /

¥ @ , :’l}l}% G 1
4 “ % ‘ an penelitian.
K A ﬁhl T P\ . kemungkinan

adanya penz ipulan dan peny .l

didapatkan dari lapangan direduksi, maka !angl:ah selanjutnya yaitu menyajikan
data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar

kategori, bagan, atau grafik. Karena fenomena atau situasi sosial sangatlah
kompleks dan dinamis, maka data vang ditemukan di lapangan dan setelah

an tindakad, Data- data yang

M Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, (Surakarta: Sebelas Maret University Press,
2002), h.91.
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berlangsung di lapangan akan mengalami perkembangan ¥ Menjadi kewajiban
peneliti harus selalu menguji rumusan hipotesis dengan apa yang telah
ditemukan pada saat di lapangan apakah berkembang atau tidak. Bila temuan
penelitian menunjukkan keseragaman atau tidak ada vyang berubah maka
selanjutnya dapat dilakukan penulisan hasil penelitian,

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang akan
menghasilkan penarik kesimpulan data atau informasi. Pada tahapan ini data
yang dikelompokkan sesuai dengan dema atau pokok-pokok permasalahan

]

M

\\“"'

IIIIIL‘J/‘-

e

.....

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausual atau interaktif, hipotesis.

Bihid, h. 93,
** Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, . (Surakarta Sebelas Maret University Press.
2002), h 96




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Gambaran Umum Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar

yang menyang : adhi ketika 1t
termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gimi karena cakkama berkaitan
denganperkaranikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yundiksi Qadhi, vakni
Makassar, Gowa dan lain-lain, Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun
Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal
ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi

24
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terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi.  Qadhi  dahulu
berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna
menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman
pemerintahan Belanda saat itu  dipimpin oleh Hamente.
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960,
vang meliputi wilayah Maros. Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum
ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan
wilayah Makassar. Sebelum terbe; a Mahkamah Syanah yang kemudian

wealk V1 -‘;, T { ‘
e —————
——_. s Ra—
;’c: c\y::\") { ’ 2
,, )92

7, J«g mg

‘N <T
8 A

/////U -\‘\\ & S
N g A0
I et &




2c

Gambar 4.3 Gedung Baru Pengadilan Agama Makassar Kelas |A
Sememjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan
Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak
enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m®
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untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan
perkembangan jaman dimana pemingkatan jumlah perkara vang memngkat dan
memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka trut andil
mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan
prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tabun 1999 Pengadilan
Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru
vang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas
lahan (Tanah) 2.297 m* dan Luas Bangusdan 1 887,5 m* "’
1.3 Keadaan Pegawai Dari

ahkamah Syariah
dan Maros jumlah

ronidi e dmkmpada

24Dmnbﬂ'znls

% Pengadilan Agama Makassar Kelas |A Data Priode prtm.‘m;:l.inm Pengadilan Agama
"“fﬂm '.'iﬂ'r* Wk# mieset [[25..  INT TINS5, 0. fol CAFER =fN PIETEICAT LT
diakses pada 24 Desember 2020
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Tabel 4.1 Periode Kepemimpinan Dani Masa Ke Masa Pengadilan Agama

Makassar Kelas 1A

No

Nama Ketua

Periode

K H. Chalid Husam

Tahun 1960 s/d Tahun 1962

12

K H. Syekh Alwi Al Ahad

Tahun 1962 s/d Tahun 1964

K.H. Haruna Rasyid

”/t&wg \\

////'u i |\‘\\\\

Tahun 1964 s/d Tahun 1976

14.

Drs. H.Dasmir, SH., MH

Tahun 2016 s/d Tahun 2019

15;

Drs. H. M. Yusuf, SH., MH

Tahun 2019 s/d Tahun 2020




16 | Drs. H. Muhadin, SH., M H.

Tahun 2020 s/d Tahun 2021

a Visi

b.  Misi

2) lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis
lurus ada perbedaan pendapat;

2. Visi dan Misi Pengadilan agama Makassar Kelas 1A
Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan professional

dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.

i Pengndiian Agamn !'htakmm I{elu |A, Fisi Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 14,

iyl diakses pada 24 Desember 2018
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3) Dispensasi kawin,

4) Pencegahan perkawinan;

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah:
6) Pembatalan perkawinan;

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

8) Perceraian karena talak;

9) Gugatan perceraian;
10) Penyelesaian harta bersama;

11) Penguasaan anak-anak: /\
I8 dan pendidikan anak bilamana

12)Tbu dapat memik

\\\‘ :‘1!..' I{hlyly
\\LLLLY 7 ’//
LW Ny .

3 i TR N\ “:“”"y/ ///
§,,§’:ﬁ\\“ /': "":‘i%}«(/

-

LM
-
_‘.—-“

22)Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain
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b. Warisan

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli wans, dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas
permohoonan sescorang ientang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang me

lain atau lembaga/badan h
meninggal dunia.

dimliki oleh oran;
kepada yang berhal
g Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna
menutupi  kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan.
memberikan rezeki (karuma), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain
berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
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h. Shadagah
Perbuatan sesecorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan
Jumlah tertentu dengan mengharap rnidho Allah swi. dan pahala semata.
i. Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha vang dilaksanakan menurut prinsip svari'ah,
antara lain meliputi:
1) Bank syari‘ah;

2) Lembaga keuangan

AFAdLian Al

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi, antara lain sebaga berikut :
1) Fungsi mengadili (judicial power)
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara
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yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide - Pasal
49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat
struktural dan fungsional di bawah jajarannya, batk menyangkut tekms yudicial,

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan. (vide ypasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor

i)
\\mnn,,//;

KMA Nomor : KMA/OS0/VIIT2006).

6) Fungsi lainnva

a Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan
nstansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain
(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).




b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan niset/penilitian dan sebagainva
serta memberi akses yang seluas-luasnva bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/144/SK/VITI2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ¥

4. Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
Pengadilan Agama Makassar bertekad menjadi Lembaga Peradilan yang
terpercaya, transparan dan akung \ memberikan pelayanan kepada
masyarakal pencari keadilan’ @ hotay Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan, dengan me | idangan vang berlaku serta
ai dengan standar

%, o)

Adt BVl

"@'l;;:a le\\\ q
//"’“\‘ W\ o i
\\ >
> 2 9@

> N
&'KAAN phv
| ,

0 Pengadilan Agamn Mahssu Kdns HL Thgm dtm Fm:g.u Pengadilan Agama Makassar
Kelax 1A, hops: VLA SER. gk ek TR AY L { g diakses padn 24
Desember 2018

- Fﬂﬂgﬂdﬂm ﬂ.gamu Mlkamr K.dan IA, Hf#{kul:m Mum  Pengadilan Agama Makassar
Kelas 1A, hips: pa-makassar.go. TP T ehijakan-nmin diakses pada 24 Desember
2018

2 pengadilan Agama Makassm' Kelas 1A, Sorwkour ()rgmum; Pengmmm: Agama
Makassar kelas 1A, hups: pa-makassar.g fetrig i - At

arpamisas diskes paile 29 Desember 2020
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Ketua Drs. H. Muhadin, SH., MH

Wakil Ketua Drs Muhammad Ridwan, SH.. MH
Hakim Drs, H. M. Alwi Thaha, SH., M H.
Drs. H. M. Idris Abdir, SH M H

Dra. Hj. Jusma
Dra. Hj. Fatmah Abujahja
Dr. Alyah Salam, M.H.

* Pengadilan Agama Makassar Kelas IA\, Lt &‘mf.mk Jumﬁ:ﬂr Ph:gawm legad;rhw
ngm ﬂ-ﬁﬂ!ﬂw kEh-i -l“a" IS I LT, git. HEd I CHTEr =N I R T TRIT P
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Dra. Hasbi, M.H.

Drs. H. Ahmad P., M.H.
Drs. Faisal, MH.
Mukrim, S.H.

Drs. H. M. Natsir

Panitera Kamaluddin, SH., M.H.
Sekretaris Muniroh Nahdi, S H., M H

N \‘l"n/[

Dedy Wahyudi, S.H.
Hj. Hasniah, S.H.
Hj. Fatmah, S. Ag.
Hj. Nurjaya, S.Ag.




Nurwafiah Razak, S Ag,
Abdul Rahman, S.H.
Jurusita Apollo

Hj. Hasnaimi, S.H.

Muslimin, S H.

Munawir Mustafa, S.H.

Rima Arisanty

Ita pengganti
S.H
Staf ur, S H.
\ /
0
g (J
S
assar
Jumlah \ Kelas 1A
X 0
NO g

1 |K / \
2 W
3 | Haki 3|
4 | Panitera |
5 | Sekretaris 1
6 | Panitera Muda 3

“ Pengadilan Agama Makassar Kelas |A, Kebigakan Mutu Fmgwﬂfﬂm Agtm M.t#mmr

Kelas 14 hips: putusan3 mahkamahagurg.

diakses pada 31 Desember 2021

e il sevrrel humi? g

| - o |
1
e
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Kepala Sub Bagian 3
Panitera Pengganti 17
9 | Jurusita 8
10 | Jurusita pengganti 3
Il | Analis/Pranata/Pengadministrasi ( Staf) 8
I3 | Jumlah PNS 77
Pegawar  Pemena
14 + 12
Negeri Sipi
0 A
r'l
v
jian
atau
onormi
waktu
un jika
ter) ini maka
per A A P

* Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Drs. H. M. Idris Abdir. S H M.H Makassar, (24
Januari 2022)
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Tabel 4.4. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar
Kelas 1 A

No

Tahun

Nomor Register
Perkara

Waktu
Persidangan

Jenis Akad

Waktu
Penyelesaian

Keterangan

995/PdLG/2015

128 Han

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang
Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang
secara
Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang

Manual




2016

2437/Pde.G/201
6/PA.Mks

26 Januari
2016-9 Maret
2016

Akad
Pembiavaan
Murabahah

44 Han

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang
Manual

2017

1650/Pdt.G/
7/P.

2018

2732/PdLG/201
8/PA Mks

10 Desember
2018-27
Februari

2019

biayaan

Pembatalan
perjanjian
kredit

115 Hani

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang
secara
Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang

secara

58 Han

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang
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11

2019

2839/Pdr.G/201
9PA Mks

Melakukan
) Pendaftaran
sopdiGRois | 2 e Perkara dan
8 | 2018 |7 2018-20 160 Hari |
/PA.Mks Sidang
Agusus )
secara

Manual

TN

Z/\

’,
f

s e yle

< e
» III' 1
- MM9-18
~ ) daas v

/{‘"’;i;‘“\\
|

2019-22
Januari 2020

,
Ry
9

® _

s S

Melakukan

Perkara dan
Sidang
sCcara

Manual

Melakukan
Pendafiaran
Perkara

Court  dan
Sidang
secara
Manual

49 Han

Melakukan

Pendaftaran
Perkara

secara  E-
Court dan
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Manual

2019

2323/Pdt.G/201
9/'PA Mks

23 Desember
2019-26
Februari

2020

Akad

Pembiayaan

Murabahah

65 Han

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan
Sidang
secara
Manual

13.

14.

201

15.

2019

001/Pdt.G.S/20
19/PA_Mks

23 April-22
Mei 2019

Melakukan
Pendaftaran
Perkara
Secara  E-
Court dan

Hari

Melakukan
Pendaftaran
Perkara
secara  E-
Court  dan
Sidang

Manual

Pembiayaan
Murabahah

25 Han

Melakukan
Pendaftaran

Perkara

Court  dan
Sidang
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secara
Manual

385/Pdt.G/2020
/PA Mks

2020

~

1din = Uy,

=

k\m\'ll./[;?f

/ &
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& iy %

| W " 4
“‘ - "& “’4 -
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o STAN

—
\&
/

e o

46 harn

Melakukan
Pendaftaran
Perkara
secara  E-
Court  dan
Sidang
secara
Manual

\
“ ’

Melakukan
Pendaft
Perkara dan
Sidang
secara
Manual
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4

2020

o 1872/PdLG/2
20/PA.Mks

25 Agustus
0 2020-
November
2020

2021

o 784/Pdt. G/20
1/PA Mks

N AA‘ Yo K7
QS Mt
14 R,

3 £
S e
b {

2021-22
April 2021

Akad
Pembiayaan
Murabahah

76 Han

Melakukan
Pendaftaran
Perkara

secara k-

Court  dan

Sidang

N Py
[
< -

Y
0
° //
M e IIOC --..-_IL".’ 2
A e E==1
%" S‘g 1
4 \\\\ 7 .‘ i

zZ

Pembiayaan
Murabahah

Melakukan
Pendaftar
Perkara dan

Sidang

Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara dan

Sidang

Manual

27 Han

Melakukan
Pendaftaran
Perkara

secara  E-
Court  dan
Sidang
secara
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2021

768/Pd.G/202
I/PA Mks

o 25  Maret
2021-27
Mei 2021

Pembiayaan
Murabahah

49 Hari

Melakukan
Pendaftaran |
Perkara
secara  E-
Court  dan
Sidang
secara
Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara
secara  E-
Court  dan
Sidang
secara
Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara
secara  E-
Court  dan
Sidang
secara
Elektromk

( E-Litigasi)

2021

o 702/Pdt.G/202

1/PA Mks

Akad
Pembiayaan

Murabahah

29 Hari

Melakukan
Pendafiaran
Perkara dan

Sidang




secara
Manual

Melakukan
Pendaftaran
Perkara

: 2021-20 secara  E-
2021 [+ 1678/Pdt.G/20 Pembiayaan | 145 Hari
21/PA Mks >

Court  dan
Sidang
secara
Manual

adalah harus memitiki akun g kasie Uitk akukan pendaftaran
melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court
Mahkamah Agung di hitpe  coourt mahkamahagung o o 1 dan menekan tombol

“* Wawancara Pribdi dengan Staff Penyelenggara E-Court ibu Husnul Khatimah Danial,
S.H.1(04 Januari 2021)

“ Buku Panduan E-Court, hitps //ecourt mahkamahagung g 0.id/, di akses pada tanggal
10 November 2019, pukul  19.00 WIB
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Register PenggunaTerdaftar, Kemudian selanjutnya akan  tampil halaman
pendaftaran akun pengguna  terdafiar sebagai berikut

Mo Femgmr

AI
\\\\‘.\ ’ b lI(/

/./’1, S
/ I"'u\\\\\l\

berperkara karana terkendala dengnn kuota internet”. -

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaflar harus dimasukkan alamat email
yang valid karena aktivasi akun akan dikinmkan melalui email vang didaftarkan
yang nantinya akan menjadi alamat domusili elektronik pengguna terdaftar

“® Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Drs. H M. ldris Abdir. S H M H Makassar.
(24 Januar: 2022)
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Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user
dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi

e-court.

2. Login

-
.. s it T e e e e S

e-Court Mahkamah Agung RI

ikt

Dala neleng (C ATLIS lengkapi dengan

dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun
2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA ).
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Gambar 4.9 Memilih Pengadilan Tempat Mendaftar Perkara
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3.2 Mendapatkan Nomor Registrasi Online (Bukan Nomor Perkara)
Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdafiar akan
mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor
Perkara.

ara. Syarat Pendaftar
e P e M Sl

» :'-- )

i Kar ~
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Gambar 4.11 Halaman Pendaftaran Surat Kuasa
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3.4 Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendafiaran perkara
dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan
tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai
besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua
Pengadilan,

k“‘. “‘ " oy A A

4%
|

e/

#F7 (i}

3.6 Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melangkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna
Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk
Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan
Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara imi sudah diperhitungan dengan rumusan
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sesual Penentukan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian
apabila dalam penjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan
untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan
dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara
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Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan
berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah
Pengguna Terdafitar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh
Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara Pengguna Terdaftar akan
mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa
mm;mn&ﬂmumdanmﬂmgﬁmdan&manhiayapunjaryang harus
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dibayarkan. Menurut keterangan dan Ibu Husnul Khatimah Danial, S H.I Selaku
StafT Penyelenggara Program E-Court Pengadilan Agama Makassar -

“Dengan program e-Court bisa meminimalisir biaya perkara dikarenakan
surat panggilan bisa dikirim langsung ke email pendafiar perkara tanpa
perlu dibawakan langsung oleh jurusita Pengadilan Agama. Di tahun
2021 ada beberapa perkara yang menjalankan program e-Court baik
perkara  volunteer maupun perkara kontentius, Umumnya pihak
berperkara menjalankan program e-Court pada Sistem e-Filling, tetapi
pada tahun 2021 ada perkara ekonomi syaniah yang sampai pada titik e-
Litigasi yaitu no perkara 1678/Pdt G/2021/PA Mks tentang pembatalan

- /\
i u pemberitahuan disaat
4 .
\

Gambar 4. 16 Halaman Verifikasi Pendafiaran
Gambar diatas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan
verifikasi dan validasi schingga statusnya masih menunggu Apabila Pengadilan
telah selesai memverifikasi pendafiaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara

* Wawancara Pribdi dengan Staff Penyelenggara E-Court ibu Husnul Khatimah Danial,
SH.I {04 Januan 2022)
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maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut -

+++++

= - ¢
o, i S
NI, P cr1a ”.\.‘V\ -)6
Z

Wity

AP N B 4
A\ ’ﬂ p

bu Hj. Fatimah Ad,
S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan. :

“Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk ke dalam proses e-litigasi,
misalnya pembuktikan dengan sanksi bisa dilaksanakan di pengadilan
tempat lain. Misalnya di Jakarta bisa yang bersangkutan di pengadilan
agama jakarta bisa disambungkan langsung ke Makassar kalau misalnya
manual sanksi mau di datangkan pasti biaya lagi banvak dikeluarkan Dan
kalau bicara data itu sudah dibawa ke hukum. Kalau untuk kasus e-Court
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sudah banyak. Rata-rata pengacara sudah menggunakan e-court. Tapi,
kalau e-Litigasi itu masih terbatas karena pihak vang bersangkutan dapat
memilih bawa perkara bisa dipilih apakah mau secara elektronik ataupun
manual. Cuman baik dia berperkara secara manual atau elektromk
dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau
tidak karna kan Kita tidak bisa memkasa orang untuk diuruskan kasusnya.
Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunkan e-Court.
Eisini semua sudah ada data untuk e-Court ataupun data vang e-litigasi”,

pembayaran dilakukar
R\

e
ran v

-----------

o dapat ¢ h mahal jika
menggunakan pendafiaran secara manual seperti penggunaan kertas yang
harus di print sana-sini, mana lagi waktu tunggu antrian menghabiskan
berapa lama. Nah jika menggunakan pendafiaran elektronik kan gampang
tidak harus menggunakan hard copy untuk di berikan kepada pihak
pengadilan Agama, sisa di kirim via aplikasi e-courr. Dalam penggunaan e-

0 Wawancara dengm'Pmim Muda Gugatan Ibu Hj. Fatimah Ad, SH, M H { 6 Januari
2022)
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court khususnya bagi advokat terlebih dahulu harus memiliki akun yang
telah divenfikasi oleh pengadilan tinggi tempat advokat itu disumpah. /-
court bagi advokat sangat memudahkan dalam pemeriksaan persidangan
yang dimana pula hakim tidak peru lagi memverifikasi advokat yang
beracara. Mengapa demikian, sebab yang menggunakan e- cowrr tentu saja
advokat yang telah memilik tanda mg_?pm dan tentunya yang sudah
terverifikasi akunnya di aplikasi e-cort ™. ¥/

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, peneliti dapat menyatakan
bahwa saat ini memang e-court digandrungi memang tengah merajalela
dikalangan advokat sendiri. Banyal \: ungan tidak hanya advokat personal
dimaksudkan scbagai sé ; I poiensi nisiko, berupa risiko
kcamanan_integri I belan yan, gl infrast r yang ada.

sosialisasi

\\\“‘"' .r;(,/4 .‘

I \\- - ,'
Ny %

** Wawancara dengan Advokat/Konsultan Hukum Bapak Wawan Irwandi,$ H ( 04 Januari
2022)

* Wawancara Pribdi dengan Staff Penyelenggara E-Court ibu Husnul Khatimah Danial,
SH.I (04 Januani 2022)
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Masyarakat yang ingin menegetahw tentang E-Court dapat mengakses di
website Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Nomor Telepon : (0411)
4794556, Nomor Fax : (0411) 8993744 Website : www pa-makassar go.id

E-mail : 1k hoo.co.id 3

¥ Alamat  Pengadilan  Agama  Makassar,  hnps//pa-makassar go id/tentang-
pengadilan/profile pengadilan/alamat-pengadilan (03 Januari 2022)
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3 Melakukan Sosialisasi

Setelah di launcingnya E-Court oleh Mahkamah Agung seluruh Pengadilan
dibawahnya wajib menerapkan E-Court dalam administrasi perkara dan
Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A melakukan sosialisasi pada bulan
Desember 2018 dan pelatihan dalam penggunaan E-Court bersama advokat dan
para Pegawai Pegawai Pengadilan Agama. * Menurut keterangan dari ibu Hj.
Fatimah Ad, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan.

“Pelaksanaan sosialisasi di
dilakukan sampai sekarang di
dengan pemenntah sefe

rakat secara langsung belum pernah
naharus ada kerjasama antara Lembaga
\ aksanag SQSiEHS-ﬂ.‘.“ EETSEhl.ll

hal im juga menjadi
geunakan E-Court

“'Pengadilan  Agama Makassar Kelas 1A juips: pa-makassar go.id enang -
pengadilan profile pengadilan diakses pada 24 Desember 2020

* Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Ibu Hj Fatimah Ad, SH, M H { & Januan
2022)
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Perkara ekonomi syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar
sebagian besar adalah tentang pelanggaran atas perjanjian hutang piutang
baik antar individu, Individu dan perusahaan, atau antar perusahaan.
Dalam prosesnya mediasi dari perkara ckonomi Syariah ini adanya

%&W\)\

/Illqu‘\\\\

)

Kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatan
sistem ini. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kurang
optimalnya penyelenggaraan E-Court yaitu: SDM para pihak (para pencari
keadilan), tidak adanya aturan vang mengikat kewajiban pengguna E-
Court, dan belum adanya kesadaran masyarakat para pencan keadilan
untuk menyelesaiakan perkara dengan menggunakan E-Court.




B. Saran
I Diharapkan Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dapat
meningkatkan  sosialisasi  atau promosi tentang program E-Court
dikalangan (anggota) masyarakat guna terciptanya penyelesaian perkara
berbasis tekhnologi evolusi 4.0 yang baik dan berkelanjutan.
2. Pelayanan merupakan suatu unsur penting dalam suatu instansi, untuk itu
kepada pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar agar meningkatkan
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hitps.//pa-makassar go.1d/tentang-pengadilan/profilepencadilan/sejarahpengadilan

https:// pa-makassar go.1d/tentang-g _,‘.V'A"h profile pengadilan/sejarapengadilan.

hitps.//pa-makassar go.1d¢@ntz & pengadilan/Wilayah
Yuridiksi.
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RIWAYAT HIDUP

Nardayanti lahir di Paroto pada tanggal 16
Oktober 2000, Anak pertama dari tiga bersaudara dari
pasangan Anhar dan Nertrianti. Memulai jenjanng
pendidikan dimulai dan TK Al-Hidayah Paroto dan
lulus pada tahun 2006, kemudian di tahun vang sama






Lampiran |: Pedoman Wawancara

A. Staff Penyelenggara E-Court

I. Pada tahun 2021, Apakah ada Perkara Ekonomi Syariah vang termasuk
dalam program E-Court ?

2. Apakah betul dengan program E-Court bisa meminimalisir biaya perkara ?

3. Bagaimanakah prosedur standar pendafiaran Perkara Fkonomi Syariah

dengan program E-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ?
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klien pada sidang secara E-Court ?
3. Adakah persyaratan Khusus dalam menjalankan program E-Court
4. Bagaimanakah cara menyodorkan bukti — bukti dalam program E-Court 7



Lampiran 2 : Dokumentasi Proses Wawancara oleh Para Narasumber di

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Dokumentasi wawancara  dengan  1bu
Husnul Khatimah Danial, S.H.! selaku Staft’

_APenyelenggara Program E-Court,

1w M. Idris Abdir, S H M.H
selaku  Huluma di Pengadilun Agama
Makassar.

Wawan [rwandi, St <lselaku Advokat/
Konsy h"Hi_lkmn.

Dokumentasi ~ Wawancara  dengan
panitera  Muda gugatan Pengadilan
Agama Makassar Hj. Fatimah Ad, SH,,
MH




Lampiran 3 : Surat Pengantar dari LP3M Kampus Universitas Muhammadiyah
Makassar
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Lampiran 4. Surat [zin Penelitian dari Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan
Satu Pintu (PTSP) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
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Lampiran 5: Surat Bukti Penelitian di Pengadilan Agama Kelas | A Kota

Makassar

. PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
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Lampiran 6 : Bukti hasil Tes Turniting

UNIVERSITAS MUNAMMAINY AT MAKASSAR

LPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
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